
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR
LAVPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

: 000.7.2.6/Kep.  215  -Bakesbangpol/2026
:  1 (satu) Lanpiran

TENTANG

TIM PErvusuN RENCANA KERjA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK RABUPATEN CIREB0N  TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN

PERUBAIIAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang             :   a.   bahwa   berdasarkan   ketentuan   Peraturan   Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pere ncanaan ,         Pe ngendalian         dan         Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan   Daerah   Tentang   Rencana   Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangurian
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kelja Pemerintah Daerah,  Perangkat Daerah
perlu   menyusun   Rencana   Kerja   Perangkat   Daerah
dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b.   bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal   125  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunari Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan   Daerah   Tentang   Rencana   Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana    Pembangunan   Jangka    Panjang    Daerah,
Rencana Pembangunari Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah,   dalam   rangka
penyusunan  Rericana  Kerja  Badan  Kesatuan  Bangsa
dan Politik Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim



Penyusun Rencana Ken.a Badan Kesatuan Bangsa dan
PoHtk;

c.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagalmana
dimaksud   dalam   huruf   a,   dan   huruf   b,   perlu
menetapkan Kepntusan Bupati tentang Tim Penyusun
Rencana  Keria  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik
Kabupaten  Cirebon  Thhun  2027  dan
Perubahan Rencana Ken.a Talun 2026; ¥ Penyusun

Men8in8at 1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran
Negara   Republik  Indonesia   Tahun   2004   Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4421);

2.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014    tentang
Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana   telah  diubah   beberapa   kali,   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Thhun 2026 tentang
Penyesuaian    ffidana    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153} ;

3.   Undang-Undang   Nomor   107   Tahun   2024   tentang
Kabupaten Cireben di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor  293,
TambaharL    I+embaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 7044) ;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tchun 2019 tentang
Laporan  dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  ljembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323) ;

5.   Perafurari   Fhesiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang
Pelalcsanaan      Pencapaian      Tujuan      Pembangunan
Berkelanjutan   {Ifmbaran   Negara   Repu"ik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

6.   Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri   Nomor  86   Tahun
2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian .
dan    Evaluasi    Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara'
Evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    Tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan
Rencana  Pembangunan  Jan8ka  Menengah   Daerah,
serta  Tata  Cara  Berubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah,    Rencana   Pembangunan



Memperhatfro

Menetapkan

RESATU

KEDUA

Jan8ka    Menengah    Daerah,    dan    Rgncana    Keria
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312};

7.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor    12
Tahun   2016   tentang   Pembentuhan   dan   Susunan
Perangkat   Daerah   Kabupaten   Cirebon    (Ijemharan
Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2016  Nomor  12}
sebagaimana  telah  beberxpa  hah   diubah,   terathir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah  Kabnpaten  Cirebon  Nomor   12  Thhun  2016
tentang Pembentukan dart Susunan Eeran9kat Daerah
Kabupaten   Cirehon   |Lembaran   Daerah   Kabupaten
Cirehon Tahun  2025  Nomor 5,  Tambahan  Lembaran-
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77} ;

8.   Perathran  Bupafi  Cirebon  Nomor   157  Tahun  2023
tentang Kedudukan,  Susunan  Organ±sasi,  Tugas  dan
Flmgsi Serta Tata Ketia Badan Kesatuari Bangsa dan
folitik q3erita Daerah Kabupaten Cirebon Talun 2023
Nomor 157};

9.   Perathlran   Bupati   Cirebon   Nomor  36   Tahun   2025
tentang     Rencana     Strategis     Peran8kat     Baerah
Tahun  2025-2029  {Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tallun 2025 Nomor 36};

1.  Surat         Edaran         Bupati         Cirebon         Nomor:
000. 7. 2. 4 / 16 / BAPPERIDA           tentang           Pedoman
Penyusunam   RKPD   dan    Rerija   Perangkat   Daerah
Taliun 2026;

2.  Stirat         Edaran         Bupati         Cirebon         Nrmor:
000. 7.2.4/ 9/ BAPPERIDA            tentang            Pedoman
PenyempuHraan     Rancangari     RKPD     dan     Renja
Peran8kat Baerah Tahun 2027.

MEMUTUSRAN:

:   Jnm Penyusun Rencana Keq'a Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Cirebon Tahtln 2027 dan Tim Penyusun
Perubahan  Rencana  Keria  Tahun  2026  dengan  susunan
keanggptaan   sebagaimana   teTicantum   dalam   Lanpiran
yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Keputusan
ini.

:   TErn    sebagalmana    dimaksud    pada    Diktum    KESATL{
bertugas   untuk   mengumpulkan   data   dan   informasi,
menyusun dokumen perencanaan sesual tahapan dan tata
cara   termasuk   melakukan   pengendalian   penyusunan



KETIGA

kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

:   Keputusan    Bupati   irLi   mulai   berlaku    pada   tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal   5  Mei  2©26

BUPAH CIREBON,

-__

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspckfur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota "m Penyusun Rencarra Keria Badan Kesatuan Bangsa

dan  Politik  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2027  dan  Tim  Penyusun
Perubahan Rencana Keria Tahun 2026.



KETIGA

kebijahan dokumen rencana perangkat daerah.

:   Keputusan   Bupati   ini   mulal   berlaku    pada   tanggal
ditetapkan.

Ditetapkari di Sumber
pada tanggal  5 prei  2026

BUPATI CIREBON,

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspelrfur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota "m Penyusun Rencana Kelja Badan Kesatuan Bangsa

dan  Politik  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2027  dan  Tim  Penyusun
Perubahan Rencana Kelja Tahun 2026.



LAMPIRAN   :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

000.7.2.6/Kep.  215 -Bakesbangpol/2026
5  Hei   2©26

TIM    PENYUSUN    RENCANA    KERJA    BADAN
KESATUAN  BANGSA DAN  POLITIK KABUPATEN
clREBON  TAHUN   2o27   DAN  TIM   pErurusuN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENIUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN CIREBON  TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penanggung Jawab    :      Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Ketua Tim                    :      Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Sekretaris                     :      Perencana Ahli Muda

Kelompok Kelja I Literatur        dan        D okume n        Pe re ncanaan
Pembangunan

Koordinator                  :      Kepala  Bidang  ldeologi,  Wawasan  Kebangsaan
dan  Ketahanan  Ekonomi,  Sosial,  Budaya  dan
A8ama

An8gota :      1.  Analis   Kebijakan   Sub   Bidang   Ideologi   dan
Wawasan Kebangsaan

2. Analis   Kebijakan    Sub   Bidang   Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

KelompokKeljall       :      Pengolahan       Data      dan      Informasi      yang
dibutuhkan

Koordinator                  :      Kepala    Bidang    Politik    Dalam    Negeri    dan
Organisasi Kemasyarakatan

Anggota                         :      1. Analis  Kebijakan  Sub  Bidang  Politik  Dalam
Negeri

2.Analis    Kebijakan    Sub    Bidang    Organisasi
Kemasyarakatan

Kelompok Kerja Ill      :      Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja
Perangkat Daerah

Koordinator

An88Ota

:      Kepala    Bidang    Kewaspadaan    Nasional    dan
Penanganan Konflik

:      1.Analis  Kebijakan   Sub  Bidang  Kewaspadaan
Dini dan Kerja Sama lntelijen



2. Analis Kebijahan Sub Bidang Penanganan
Konflik

BUPATI CIREB0N,



2. AnaHs Kebijakan Sub Bidang Penanganam
Korrfm

BUPATI CIREBON,


